
BUPATI KATINGAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KATINGAN 
NOMOR \.~ TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI 
DAMANG KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR 

ADAT KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN DAN 
DANA OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Damang, 
Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir 
Adat Kelurahan dalam penyelesaian sengketa­
sengketa adat di Kabupaten Katingan, sehingga 
perlu dilakukan perubahan terhadap Bantuan 
Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan 
Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris 
Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat 
Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala 
Adat; 

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Ka bu paten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4180); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

5 . Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat 
Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang 
Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31); 

6 . Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

7. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan 
Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris 
Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat 
Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala 
Adat (Serita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 
2021 Nomor 613); 
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8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan 
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian 
Bantuan Penghasilan Tetap Bagi Damang Kepala 
Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, 
Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional 
Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2023 Nomor 737); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 11 
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 
BANTUAN PENGHASILAN TETAP BAGI DAMANG 
KEPALA ADAT, SEKRETARIS DAMANG, MANTIR ADAT 
KECAMATAN, MANTIR ADAT KELURAHAN DAN DANA 
OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT. 

Pasal I 

Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan 
Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, 
Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan 
Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah 
Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613), yang 
telah beberapa kali diubah dengan Peratu.ran Bupati 
Katingan: 
a. Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan 
Tetap Bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, 
Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan 
Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita 
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737); 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentu.an Pasal 4 ayat {2} diubah, sehingga Pasal 4 
berbunyi sebagai berilrut: 

Pasal 4 

( 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan 
Keuangan Bagi Damang Kepala Adat dan 
Perangkatnya melalui APBD dan Dana sharing 
dengan Pemerintah Provinsi. 

(2) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berilrut: 
a . damang Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus 

lima puluh ribu rupiah); 
b. sekretaris damang Rpl.750.000,- (satu juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah}; 
c. mantir adat kecamatan Rpl.250.000,- (satu 

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 
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d. mantir adat kelurahan Rp750.000,- (tujuh 
ratus lima puluh ribu rupiah); 

e. dana operasional damang Rp2.000.000,- (dua 
juta rupiah). 

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dipergunakan untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas dan 
fungsinya. 

{4) Pembayaran Bantuan Keuangan dapat 
dilakukan setiap bulan atau sekaligus beberapa 
bulan disesuaikan dengan kondisi keuangan 
Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 
2025. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. 

Diundangkan di Kasong 
pada tanggal t; <otl(\\ ?-o2-~ 

ETARIS DAERAH 
N KATINGAN, 

RRAS 

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal c)UC\ \ 2,0Z,C 

DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 




